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 JAKARTA – Gabungan Pengusaha Karet 
Indonesia (Gapkindo) menolak kebijakan 
pungutan dana perkebunan (BUN) yang tertuang 
dalam PP No 24 Tahun 2015. Penerapan kebijakan 
itu akan makin memukul petani maupun pelaku 
usaha di sektor perkebunan karet di tengah 
merosotnya harga komoditas itu di pasar global.

Ketua Umum Gapkindo Daud 
Husni Bastari mengungkapkan, 
saat ini harga karet alam di pasar 
internasional di bawah US$ 2 per 
kilogram (kg). Penurunan harga 
itu telah disikapi petani dan pelaku 
usaha karet dengan mengurangi 
frekuensi penyadapan. Saran pelaku 
usaha karet agar anggota Interna-
tional Tripartite Rubber Council 
(ITRC)  yang beranggotakan In-
donesia, Thailand, dan Malaysia, 
melakukan percepatan penanaman 
ulang (replanting) dan moratorium 
penanaman baru demi mengurangi 
suplai karet ke pasar ternyata belum 
mampu mengerek harga. "Kami 
menolak aturan tersebut karena 
ironis dengan kondisi riil di sektor 
perkebunan karet," kata Daud ke-
pada Investor Daily, baru-baru ini.

Daud menuturkan, penolakan 
juga dilakukan karena pelaku usa-
ha menilai pemerintah tak belajar 
dari sejarah. Dulu, untuk tujuan 
yang sama di antaranya replanting, 
pemerintah juga membentuk Dana 
Tanaman Keras, Yayasan Kopra, 
dan Dana Cess. "Dulu itu sudah 
ada, tapi tidak jalan. Pemerintah 
seharusnya belajar dari sejarah aja 
dulu. Kalau memang mau mem-
bantu replanting, pemerintah bantu 
saja tanpa melakukan pungutan. 
Alih-alih ingin meniru Malaysia, 
justru negara itu yang dulu belajar 
dari Indonesia,” kata dia.

Pemerintah telah menerbitkan 
PP No 24 Tahun 2015. Dalam PP 
itu, pemerintah akan mengenakan 
pungutan dana BUN untuk sejum-
lah komoditas perkebunan, yakni 
kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, 
kakao, dan tembakau. Khusus 
kelapa sawit, saat ini sudah tersedia 
payung hukum tersendiri berupa 
Perpres No 61 Tahun 2015 tentang 
Penghimpunan dan Pengunaan 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan 
mulai dipungut 16 Juli 2015.

Ketua Dewan Pengawas Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDP-KS) Rusman Heriawan 
pernah mengatakan, pungutan 
dana BUN bisa saja diterapkan 
atas komoditas lain. Artinya, nanti 
terbit peraturan presiden (perpres) 
baru untuk mengatur pungutan 
dana perkebunan selain sawit. “Na-
mun sepertinya kebijakan ini akan 
menunggu keefektifan pungutan 
dana perkebunan di kelapa sawit. 
Tunggu 1-2 tahun, kalau di sawit 
sukses, semua senang, tentu tidak 
masalah diterapakan pada komodi-
tas lain,” kata dia.

Daud mengatakan, saat ini sektor 
perkebunan karet tengah mengh-
adapi sejumlah hambatan. Industri 
karet spesifikasi teknis (crump rub-
ber) misalnya, kini dihadapkan pada 
pengenaan PPN 10% atas karet alam 
yang diproduksi petani. Pengenaan 
PPN membuat harga yang dibayar 

JAKARTA – Pemerintah hanya dalam satu 
hari berhasil menerima tambahan pasokan 
beras dari petani sebanyak 1,4 juta ton untuk di
salurkan ke gudang Bulog. Sekitar 5.600 petani 
dan pengusaha penggilingan padi berkomitmen 
untuk menjual gabah dan beras hasil panennya 
ke Perum Bulog.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menya-
takan, jika pada Oktober nantinya terealisasi 
tambahan produksi dari hasil panen petani 1 
juta ton maka keseluruhannya menjadi sekitar 
2,5 juta ton yang siap diserap oleh Bulog dengan 
adanya komitmen hari ini sebesar 1,4 juta ton. 
Komitmen petani dan perusahaan penggilingan 
padi tersebut tercetus dalam kegiatan rapat 
Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan 
yang digelar di Kementerian Pertanian, Rabu 
(26/8). “Hari ini terkumpul beras dari petani 
yang siap dijual ke Bulog sebanyak 1,4 juta ton, 
itu sangat spektakuler," kata Menteri Pertanian 
Amran Sulaiman di sela kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan yang digelar di lapangan 
Kementerian Pertanian tersebut selain meng-
hadirkan hampir 6.000 petani dan pengusaha 
penggilingan dari wilayah sentra produksi beras 
di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi 
juga diikuti kalangan Babinsa (Bintara Pembina 
Desa). Hadir dalam rapat tersebut Panglima TNI 
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf An-
gkatan Darat Mulyono, Direktur Utama Perum 
Bulog Djarot Kusumayakti, Kepala Bareskrim 
Polri Budi Waseso, Ketua KPPU Syarkawi Rauf, 
serta semua pejabat eselon di Kementan.

Rapat besar tersebut digelar untuk menyi
nergikan target produksi padi sebesar 75,56 juta 
ton gabah kering antara kebijakan Kementan, 
dengan implementasi di lapangan khususnya 
dengan petani padi dan pemilik penggilingan 
padi. Sebelumnya dalam kegiatan tersebut 
dilakukan penandatanganan komitmen pemilik 
penggilingan padi (RMU) dan petani untuk 
menjual gabah dan berasnya ke Perum Bulog 
sebagai upaya menjaga stok beras pemerintah.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal TNI 
Gatot Nurmantyo mengapresiasi perolehan 
beras sebanyak 1,4 juta ton dari komitmen 
kalangan petani dan pemilik penggilingan padi 
dalam satu hari tersebut. "Saat ini cadangan be-
ras (pemerintah) aman, tak perlu impor, apalagi 
di Bulog ada cadangan 1,6 juta ton. Kami juga 
akan terus mengerahkan prajurit TNI termasuk 
anggota Babinsa untuk terus membantu pem-
bangunan pertanian,” kata dia. (tl/ant)

SERANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) fokus mengawasi perkembangan bakteri 
yang berpotensi menyerang udang, menyusul 
perbedaan suhu yang signifikan antara siang dan 
malam sehingga berpotensi memicu perkembang
an bakteri strain tertentu. Apalagi, musim kering 
menyebabkan pasokan air tawar berkurang yang 
berakibat pada pengaturan salinitas menjadi sulit 
sehingga tidak bisa mempertahankan keseimbang
an level pH air.

Kepala Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Ling-
kungan Serang, Banten, Toha Tusihadi mengatakan, 
kasus kematian dini udang sekitar 1-2 hektare (ha) 
terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Kasus kema-
tian dini yang menimpa udang merupakan kasus 
sensistif. Pasalnya, penyakit yang disebabkan oleh 
Vibrio parahaemolyticus strain tertentu tersebut 
sebelumnya menyerang Tiongkok, Thailand, Filipi-
na, dan Malaysia. Bakteri Vibrio parahaemolyticus 
menyebabkan sindrom kematian dini udang umur 
di bawah 30 hari. Penyakit tersebut muncul sejak 
2011 di Asia Daratan. "Sindrom kematian dini akibat 
bakteri Vibrio parahaemolyticus strain tertentu su-
dah menjadi endemik. Jadi, kita jaga jangan sampai 
masuk ke Indonesia, terutama di wilayah-wilayah 
perbatasan, seperti di Sumatera Utara, Lampung, 
Tarakan, dan Kalimantan Timur, kami terus meman-
taunya,” kata Toha saat menerima kunjungan kerja 
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto 
di Serang, Banten, Rabu (26/8).

Menurut dia, bakteri tersebut tidak selalu me-
nyebabkan sindrom kematian dini dan tidak semua 
kematian awal merupakan sindrom kematian dini 
(early mortality syndrome/ EMS). Kasus di Tulang 
Bawang bukanlah EMS dan tidak disebabkan oleh 
bakteri Vibrio parahaemolyticus, melainkan white 
spot syndrome (WSS). KKP telah menempatkan 
tenaga-tenaga pemantau di setiap kabupaten sentra 
perikanan budidaya untuk mengatasi hal itu. Ketika 
ada kasus kematian dini, KKP akan langsung me
lakukan uji dan karakterisasi DNA. “Tenaga-tenaga 
yang kami tempatkan di kabupaten sentra produksi 
tadi mengawasi dan melakukan early warning system 
begitu ada kasus kematian udang. Mereka terdiri 
dari kader Dinas, Ditjen Perikanan Budidaya, dan 
laboratorium. Kami juga memiliki 37 Posikandu (Pos 
Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu) di daerah sentra 
produksi," kata Toha.

Dia mengingatkan, pembudidaya ikan dan udang 
tetap memperhatikan salinitas dan kualitas air. 
Penyakit biasanya banyak muncul ketika harga 
naik, seperti udang yang sempat tinggi harganya. 
Yang masih kecil-kecil saja sudah di panen, ada 
yang memaksakan sampai 200 ekor per meter per 
segi, padahal normalnya maksimal 100-150 ekor per 
meter per segi dengan tetap memperhatikan volume 
air. “Setidaknya kedalaman 80 cm. Jadi, manajemen 
kualitas air di saat musim pancaroba seperti ini sangat 
penting. Terutama karena perbedaan suhu malam dan 
siang mencolok," jelas Toha.

Udang dan ikan mas, ujar dia, paling rentan pada 
saat musim kering seperti saat ini. Ditambah per-
bedaan mencolok suhu malam dan siang. Apabila 
pembudidaya skala industri mungkin sudah mema-
hami teknis manajemen air yang bagus, sebaliknya 
pembudidaya kecil yang belum menerapkan sistem 
klaster sehingga persebaran penyakit mudah terjadi. 
Pada saat pasang, udang dan kepiting liar bisa menjadi 
pembawa penyakit baru. 

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soeb-
jakto mengatakan, upaya mencegah penyakit dan 
pemeliharaan lingkungan menjadi fokus prioritas 
KKP. "Kedaulatan, kemandirian, dan keberlanjutan 
menjadi cita-cita KKP. Untuk iti, kita harus tetap 
pro-lingkungan dan berkelanjutan. Jadi, jangan 
melakukan kegiatan merusak lingkungan yang 
justru merusak kita sendiri. Kita diberikan tugas 
mengembalikan keanekaragaman asli di Indonesia," 
kata Slamet. (eme)

industri crump rubber lebih mahal 
dan membuat daya saing karet 
Indonesia kalah dari negara lain. 
“Kondisi ini sangat ironis di tengah 
terus merosotnya harga karet alam 
di pasar global. Kami sudah pernah 
menghadap wakil presiden, katanya 
mau dikaji ulang, tapi wakil menteri 
keuangan kala itu bilang tidak bisa, 
kami sudah cape," kata dia.

Daud mengungkapkan, seharus
nya PPN 10% dikenakan kepada kon-
sumen layaknya membeli makanan 
di restoran. Nyatanya, di Indonesia 
produsen karet justru dibebani 
PPN 10%. Pengenaan PPN 10% ini 
makin memperburuk rezim pajak 
yang harus diikuti perusahaan karet. 

"Dari mulai belum jadi produk sudah 
dikenai pajak dan terus berlanjut 
hingga jadi produk jadi. Rezim pajak 
masih menganut rezim pajak ganda, 
kenapa tidak rezim pajak tunggal saja 
seperti di luar negeri agar karet Indo-
nesia bisa bersaing di pasar global. 
Indonesia saat ini seperti balik lagi 
ke zaman VOC," kata Daud Husni.

Di sisi lain, saat ini suku bunga 
pinjaman bank untuk modal kerja 
di Indonesia rata-rata mencapai 12%, 
tertinggi di Asean. Apabila rezim 
suku bunga tinggi tersebut tetap 
dilanjutkan, bukan tidak mungkin 
Indonesia akan kalah saat meng
hadapi Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) akhir tahun ini. "Bagaimana 

investasi di subsektor karet mau 
jalan bunga pinjaman bank tinggi 
sekali. Tirulah Malaysia, industri 
crump rubber mereka punya daya 
saing tinggi karena bunga bank 
hanya 6-7%," kata dia.

Menurut Daud, produksi karet 
alam Indonesia untuk tahun ini 
diperkirakan hanya di kisaran 2,8-2,9 
juta ton. Rinciannya, sekitar 2,5 juta 
ton masih akan diekspor, sedangkan 
penggunaan domestik hanya 500 
ribu ton. Masih minimnya serapan 
pasar domestik karena kurang 
berkembangnya industri hilir karet 
di Tanah Air. Industri hilir seperti 
pabrik ban masih harus mengimpor 
bahan baku pendukung. 

Peningkatan Kerja Sama
Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kiri) menjelaskan kepada wartawan hasil pertemuannya dengan 
Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi, di Jakarta, Rabu (26/8). Pertemuan  tersebut membahas masalah 
peningkatan kerja sama kedua negara.
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